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dalam arti mendapatkan bagian dari hasil suatu benda yang
diperoleh dari hasil kejahatan.

Jadi perbuatan Lole menerima uang hasil penjualan
televisi yang diperoleh dari hasil penagihan hutang dengan
cara paksa guna pelunasan suatu pinjaman tersebut dapat
dituntut menurut hukum pidana berdasarkan pasal 480 angka

ke-2 KUHP tentang tindak pidana penadahan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Pedagihan hutang yang dilakukan secara péksa
dengan menggunakan ancaman kekerasan atau dengan
kekerasan merupakan bentuk perbuatan pidana
walaupun antara -kreditur dengan debiturnya
tersebut dalam hubungan keperdataan yang sah.
Perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan pidana
pemerasan yang diatur dalam pasal 368 ayat 1
KUHP,

‘b. Perbuatan yang dilakukan oleh George Ombeng
alias Edy tersebut bukan merupakan bentuk
concursus atau perbarengan karena perbuatan
tidak terbukti melanggar pasal 378 KUHP tetapi
hanya pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan.
Jadi bukan concursus antara pemerasan dengan

penipuan.




C.

2. Saran

ca.
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Perbuatan menerima suatu barang ( benda ) atau
menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang
diperoleh dari kejahatan merupakan perbuatan

pidana yang melanggar pasal 480 KUHP tentang

tindak pidana penadahan.

Perlu diberikan perlindungan bagi debitur-
debitur dari tindakan-tindakan seorang kreditur
yang bersikap sewenang-wenang dan suka
menggunakan cara-cara kekerasan dalam menagih
hutang-hutangnya.

Penagihan secara paksa dapat dilakukan melalui
jalur hukum yaitu dengan bantuan petugas yang

berwajib (polisi).

. Unsur memaksa dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan sebagaimana yang dikehendaki pasal 368
ayat 1 KUHP tersebut tidak hanya kekerasan
seperti yang diatur dalam pasal 89 KUHP saja
tetapi juga perbuatan lain yang masuk dalam
pengertian ancaman kekerasan yaitu suatu per-
buatan yang dapat menimbulkan rasa takut dan

cemas .
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